
BUPATI BURU

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NoMoR 4g TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BURU,
Menimbang : a' bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 9 ayat (1)Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 1g rahun 2016 tentangPedoman Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Rencana Ker.l'aPemerintah Daerah Tahun 20igi perlu menetapkan perubahan

Rencana Kery'a pemerintah Daerah Kabupaten Buru TahunAnggaran 2AIT;
b' bahwa Rencana Kery'a Pemerintah Daerah Kabupaten Burumerupakan penjabaran dari RpJMD dengan menggunLkan bahandari Renja SKfp untuk jangka waktir f (sJi) tahun ,..rgmengacu pada RKP, tidak sesuai lagi dengan perkembangan-saat

ini sehingga perlu dilakukan penyesu^iarr;
c' bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan huruf b, perlu menetapkan perubahan RencanaKerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran

2017;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun tggg tentang pembentukan

Provinsi Maluku utara, Kabupaten Buru dan Kabiupaten Maluku
Tenggara Barat {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2oa4 Noinor 1a4, Tambahan r,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421,1 sebagaimana telah diubah d"rrgrn
undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan Atr*
undang-undang Nomor 46 Tahun Lggg tentang pembentukan
Provinsi Maluku utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 396 1);

2' Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahuri 2003 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom ar 4286];

3' Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indoneiia Tahun 2aa4Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

4' Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun zoo4 Nomor ro4, Tambahan Lem-bara' N"g"ru.
Repubiik Indonesia Nomor aa2\;



5. undang-undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3gl;

6. undang-undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran NJgara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor g2, Tambahan l,embara, Negaru,
Republik Indonesia Nomor S%fl;

7. undang-undalg Nomor 23 ?ahun 2al4 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
undang-undang Nomor 9 Tahun 201s tentang perubahan KeduaAtas undang-undang Nomor 2g Tahun 2ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56Z9l

8. Peraturan Pemerintah Nomor sB Tahun 200s tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aSTS);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2oa6 tentang Tata cara
Penyusunan Rencana pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a66al;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20og tentang Tahapan
Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi PJlaksanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oo8 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Nomor a8l7l;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telali
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
ZOLL tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan
Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 01 Tahun 2ol2
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Buru Tahun 2ol2-2o17 (Iembaran Daerah Kabupeten
Buru Tahun 2012 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 11 Tahun 2a1-5
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru
Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2o12-2a17 (Lembaian
Daerah Kabupeten Buru Tahun 2015 Nomor 11) ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 02 Tahun 2an
tentang Rencana Pembangunan Jangka pary'ang Daerah
Kabupaten Buru Tahun 2oo5-2o25 (Lembaran Daerah Kabupeten
Buru Tahun 201.2 Nomor 02);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 1T Tahun 2016
tentang Pembentukan susunan dan perangkat Daerah
Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016
Nomor 17);



15. Peraturan Bupati Buru Nomor 41 Tahun zal6 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2oll

MEMUTUSKAN:

MCNCTAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN
2017

Pasal L

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

(1) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksan"*, ,I.r""r, prrrr.irriaharrlarrg
menjadi kewenangan daerah otonom.

{2) Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk s(limai pelode.

(3) Rencana Kerja Pemerintah !1erah Kabupaten Buru yang selanjutnya disebut
RKPD Kabupaten Buru adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
Kabupaten Buru untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.(4) Perubahan Rerrcana Keq'a Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkatPerubahan RKPD adalah dokumen perubahan i"r.-rr".r"*r, daerah untuk
periode I (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan RKPD ini menjadi dasar penyusunan Perubahan Kebijakan Umum
Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk menyusun
perubahan Rancangan Anggaran Sementara dan Belanja Darah Tahun 2077.
Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (U menguraikan
perubahan program dan kegiatan yalg akan dilaksanakan pada tahun 2OlT.
Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
sistimatika sebagai berikut;

(1)

t2)

(3)

BAB I
BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

: Pendahuluan

: Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan
Daerah

: Prioritas dan Sasaran Pembangunarl Darah
: Perubahan Rencana Program dan Kegiatan prioritas Daerah
: Penutup

(1)

{21

Pasal 3

Satuan Kerja Perangkat Daerah wqjib melaksanakan Perubahan RKpD dengan
melakukan Perubahan Rencana Kerja organisasi perangkat Daerah
Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 memuat perubahan
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2ar7
Hal-hal yang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal
2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Buru Nomor 41
Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru
Tahun Anggaran 201.7

(3)



Pasal 4

D1lam hal perubahan RKPD Tahun ZALT yang ditetapkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 berbeda dangan RKPD Tahun Zatr maka digunakan program dan
Kegiatan hasil perubahan RKpD Tahun AALT.

Pasal 5

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru tahun 2OlT
sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini merupakan satu
kesatuan yang didak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah rauupaten Briru.

Ditetapkan di
pada tanggal

Namlea
17 Juli 2AL7

L ub,/

UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 17 Juli TOLT
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KABUPATEN BURU,
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/ AHMAD:-k

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2A77 NOMOR c/3

Paraf Koordinasi

Kepala BAPPEDA ""ft
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